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1. Pendahuluan

ABSTRACT

This research aims to show the importance of the role of higher legal education
in anticipating the negative impacts of technological advances, especially in the
industrial era 4.0. Using a descriptive qualitative approach, this research
examines how law, which often lags behind technological developments, can be
adapted through educational modernization. The findings show that technology,
such as Al and e-learning, has the potential to increase efficiency in the
teaching-learning process and the justice system. However, ethical challenges
and the need to adapt curricula that integrate information technology are
important issues. In conclusion, the modernization of legal education is
urgently needed to ensure the law is in line with technological advances while
maintaining human values.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya peran pendidikan tinggi
hukum dalam mengantisipasi dampak negatif kemajuan teknologi, khususnya
dalam era industri 4.0. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini
mengkaji bagaimana hukum vyang sering tertinggal dari perkembangan
teknologi dapat diadaptasi melalui modernisasi pendidikan. Temuan
menunjukkan bahwa teknologi, seperti Al dan e-learning, berpotensi
meningkatkan efisiensi dalam proses belajar-mengajar dan sistem peradilan.
Namun, tantangan etis serta perlunya adaptasi kurikulum yang
mengintegrasikan teknologi informasi menjadi isu penting. Kesimpulannya,
modernisasi pendidikan hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum
selaras dengan kemajuan teknologi sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

aspek kehidupan masyarakat. Untuk memahami

Hukum harus menjaga integritas di tengah
gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi
untuk menciptakan proses peradilan yang cepat,
sederhana, dan berbiaya ringan. Dunia tengah
mengalami disrupsi di saat yang bersamaan dengan
hadirnya kondisi yang membutuhkan teknologi
seperti contoh halnya pada saat pandemi covid-19.
Hal itu membuat pemanfaatan layanan berbasis
digital harus diakselerasi, termasuk di bidang
hukum. Modernisasi, sebagai konsep dan proses,
telah menjadi fokus perdebatan akademis dan
kebijakan publik selama beberapa dekade. Dalam
konteks pedesaan Indonesia, modernisasi membawa
perubahan signifikan yang mempengaruhi berbagai

dinamika ini, kita perlu mengeksplorasi definisi dan
aspek-aspek kunci modernisasi. Modernisasi dapat
didefinisikan ~ sebagai  proses  transformasi
masyarakat dari kondisi tradisional ke arah yang
lebih "maju" dalam hal teknologi, ekonomi, politik,
dan sosial-budaya. Namun, definisi ini tidak bebas
dari kritik, terutama karena asumsi linear dan
Eurosentris yang sering melekat padanya. Dalam
konteks Indonesia, modernisasi perlu dipahami
sebagai proses yang lebih kompleks dan tidak
selalu linear, di mana elemen-elemen "tradisional”
dan "modern" sering berinteraksi dan bercampur,
menciptakan bentuk-bentuk hibrid yang unik.
Aspek-aspek Modernisasi di Pedesaan Indonesia,


mailto:irman7275putra@gmail.com

2| JPS, Vol. 3, No. 3, November 2024

salah satunya bidang teknologi dan infrastruktur.
Modernisasi adalah proses transformasi yang telah
membawa perubahan signifikan di berbagai aspek
kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia.
Perubahan-perubahan ini terjadi seiring dengan
kemajuan teknologi dan perkembangan
infrastruktur yang melanda desa-desa di seluruh
nusantara. Meskipun modernisasi sering kali
diasosiasikan  dengan  kehidupan  perkotaan,
dampaknya kini semakin dirasakan di daerah
pedesaan.  Aspek-aspek  seperti  teknologi,
infrastruktur, transportasi, dan mekanisasi pertanian
telah menjadi pilar utama dalam transformasi ini.
Namun, seiring dengan masuknya modernisasi,
terjadi pergeseran yang signifikan dari ekonomi
subsisten ke ekonomi uang. Elektrifikasi,
telekomunikasi, dan pembangunan infrastruktur
transportasi membuka akses yang lebih luas bagi
masyarakat desa terhadap pasar-pasar di luar desa
mereka. Hasil pertanian yang sebelumnya hanya
untuk konsumsi sendiri kini bisa dijual ke pasar
yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun
regional. Uang menjadi semakin penting sebagai
alat transaksi, menggantikan sistem barter yang
selama ini berlaku. Monetisasi ekonomi di
pedesaan ini tidak hanya mempengaruhi cara
masyarakat mengelola hasil pertanian, tetapi juga
mendorong munculnya berbagai kegiatan ekonomi
baru. Masyarakat desa mulai terlibat dalam
perdagangan barang-barang konsumsi, baik sebagai
produsen maupun sebagai konsumen. Pasar-pasar
desa yang semula hanya diadakan sekali seminggu
kini semakin aktif dan sering, menyediakan
berbagai barang dari makanan, pakaian, hingga
barang elektronik. Kehadiran toko-toko kecil, kios,
dan warung juga semakin marak, memberikan
alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Monetisasi juga berdampak
pada pola konsumsi masyarakat desa. Dengan
adanya akses yang lebih mudah terhadap uang,
masyarakat desa kini lebih mampu untuk membeli
barang-barang yang sebelumnya sulit dijangkau,
seperti peralatan elektronik, kendaraan, dan produk-
produk lain yang berasal dari luar desa. Hal ini
meningkatkan standar hidup masyarakat, tetapi juga
membawa tantangan baru, seperti perubahan pola
konsumsi yang cenderung lebih materialistis dan
ketergantungan pada produk-produk dari luar.
Dalam era globalisasi pembangunan teknologi
telah  mengalami  kemajuan  pesat  yang
menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Akan
tetapi pembangunan era industri 4.0 sangat
dibutuhkan oleh masyarakat. Persoalan yang
muncul adalah apakah dunia hukum mampu

mengantisipasi kemajuan teknologi 4.0? karena
terdapat adegium bahwa hukum selalu tertinggal
dari fakta peristiwanya. Dampak positif dari
kemajuan teknologi 4.0 adalah menghilangkan
konsep jual beli yang bersifat konvensional.
Sehingga jual beli dapat dilakukan secara lebih
cepat seperti e-banking dan e-commerce.
Sedangkan dampak negatif yang muncul vyaitu
munculnya kejahatan-kejahatan baru di bidang
teknologi seperti pembobolan kartu kredit dan
ATM. Dari aspek kelembagaan, dampak positif
sangat banyak sekali seperti adanya sistem
peradilan elektronik (e-court). Sangat mendukung
penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan
biaya ringan. Namun, peradilan elektronik juga
memunculkan dampak negatif terkait dengan bukti
elektronik yang diajukan oleh para pihak, apakah
bisa diganggu oleh para hacker- hacker. Dampak
negatif lain, muncul tantangan yaitu kelestarian
kehidupan bermasyarakat. Musyawarah warga lama
kelamaan akan sirna yang kemudian akan diwakili
Grup Whatsapp, Instagram dan sebagainya.
Sehingga tidak melihat kondisi realitas di
masyarakat yang berakibat lunturnya rasa
kekerabatan di masyarakat yang tergantikan oleh
budaya individualisme.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dampak
negatif dari kemajuan teknologi, dan sebagai
tumpuan pembangunan hukum secara nasional,
maka peran pendidikan tinggi hukum sangat
dibutuhkan. Terkait dengan pendidikan dan
pengajaran yaitu memperbaiki kurikulum dengan
memasukkan materi teknologi informasi baik
secara teori dan praktik dalam kurikulum. Dalam
bidang penelitian disarankan tidak hanya meneliti
persoalan norma saja, tetapi diarahkan pada
korelasi hukum dengan kemajuan teknologi.
Khususnya,  teknologi  informasi  sehingga
harapannya ke depan perkembangan ilmu hukum
dapat selaras dengan kemajuan teknologi.

Lalu bagaimana hubungannya disrupsi dengan
perubahan di bidang hukum? Padahal, ada satu
anggapan bahwa hukum selalu tertinggal dalam
mengikuti perkembangan masyarakat. Berikut
adalah uraian mendalam mengenai bagaimana
modernisasi memengaruhi kehidupan di pedesaan
Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam
artikel ini adalah pendekatan literatur, yang
bertujuan untuk mengkaji secara mendalam
pentingnya revitalisasi pendidikan tinggi hukum di
era kemajuan teknologi. Data yang dikumpulkan
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bersumber dari berbagai literatur, termasuk buku,
artikel ilmiah, laporan penelitian, serta regulasi
yang relevan dengan topik pendidikan hukum dan
teknologi. Analisis dilakukan secara kualitatif
dengan membandingkan dan mensintesis berbagai
pandangan serta temuan penelitian sebelumnya
terkait tantangan dan peluang dalam penerapan
teknologi di bidang pendidikan hukum. Pendekatan
ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi
konsep-konsep  penting  serta  memberikan
rekomendasi yang mendasar untuk pembaruan
kurikulum dan metode pembelajaran dalam
pendidikan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan
a. Konsep Revitalisasi Pendidikan Tinggi

Hukum

Revitalisasi adalah proses yang bertujuan untuk
menghidupkan kembali atau memperbarui area atau
sektor yang mengalami penurunan fungsi dan
kualitas. Revitalisasi bertujuan mengatasi degradasi
baik fisik maupun sosial agar area tersebut bisa
kembali produktif dan bermanfaat bagi masyarakat
sekitar  (Guterbock, 1980). Dalam konteks
perkotaan, revitalisasi sering difokuskan pada
peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan
lingkungan di kawasan yang mengalami penurunan.
Upaya ini biasanya diterapkan di wilayah yang
terabaikan atau mengalami penurunan kualitas fisik
dan fungsi. Tujuannya adalah agar kawasan
tersebut kembali berfungsi optimal (Piotr, 2020).
Revitalisasi  memerlukan  pendekatan  yang
menyeluruh dan terpadu. Perencanaan strategis
yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta sangat penting. Kerja sama ini
memastikan revitalisasi  berjalan efektif dan
berkelanjutan, sehingga memberikan dampak
positif jangka panjang (Sengunalp & Dogruer,
2017).

Faktor-faktor yang mendorong revitalisasi
mencakup beberapa aspek penting yang melibatkan
interaksi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah
satu faktor utama adalah pembangunan ekonomi,
di mana revitalisasi sering kali dipicu oleh
kebutuhan untuk memperbaiki basis ekonomi lokal
yang menurun, baik melalui peningkatan lapangan
kerja, peningkatan investasi, atau perluasan basis
pajak (Hodge, 1981). Selain itu, pembangunan
infrastruktur juga menjadi faktor pendorong yang
signifikan, terutama dalam meremajakan wilayah
yang terdegradasi secara fisik. Proses ini
melibatkan perbaikan fasilitas publik seperti
transportasi, perumahan, dan ruang hijau untuk
meningkatkan daya tarik wilayah tersebut
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(Guterbock, 1980). Selain aspek ekonomi dan fisik,
keterlibatan komunitas lokal sangat penting,
karena partisipasi masyarakat dapat memperkuat
ikatan sosial dan meningkatkan keberlanjutan
proyek revitalisasi dalam jangka panjang (Keating,
Krumholz, & Star, 1996).

b. Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi

Hukum

Kemajuan teknologi telah membawa dampak
signifikan dalam pendidikan tinggi hukum, baik
dalam hal ~metode pembelajaran  maupun
pengembangan sumber daya. Dalam beberapa tahun
terakhir, e-learning dan platform pembelajaran
online semakin populer di fakultas hukum,
memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi
kuliah dan sumber daya hukum dari mana saja dan
kapan saja. Lebih jauh lagi, pandemi COVID-19
telah mempercepat peralihan ke e-learning, yang
mendorong banyak universitas untuk mengadopsi
metode pengajaran daring untuk memastikan
keberlanjutan dalam pendidikan (Taniwall et al.,
2021).

Secara  konseptual, kemajuan  teknologi
memicu perubahan dalam pendekatan terhadap
pembelajaran hukum. Penggunaan teknologi seperti
Al dan machine learning dalam penelitian hukum
tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga
menuntut mahasiswa untuk memiliki pemahaman
baru tentang teknologi tersebut. Ini membuka
perdebatan tentang perlunya menambah kurikulum
hukum dengan mata kuliah yang lebih inter
disipliner, yang menggabungkan hukum dengan
teknologi informasi. Selain itu, teknologi juga
memungkinkan metode evaluasi yang lebih
komprehensif, seperti ujian berbasis komputer yang
dapat menilai pemahaman materi dengan lebih
cepat dan objektif. Di sisi lain, muncul pula
tantangan etika dan kekhawatiran terhadap
eksistensi nalar kritis mahasiswa dan dosen, serta
menghilangkan ~ elemen  humanisme  dalam
pendidikan (Saputra & Hidayati, 2023).

Secara  praktis, penggunaan Al  telah
memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi
dunia kerja, termasuk dunia kerja bidang hukum.
Penggunaan kecerdasan buatan (Al) dalam dunia
peradilan dan hukum telah menjadi topik yang
semakin relevan seiring dengan kemajuan teknologi.
Al menawarkan berbagai  potensi  untuk
meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas
dalam sistem peradilan. (Darmowiyoto, 2024;
Sebayang, 2024). Di sisi lain, Al juga dapat
berkontribusi pada peningkatan transparansi dan
akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan
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memanfaatkan teknologi Al, proses hukum dapat
dipantau dan dianalisis secara lebih efektif, yang
dapat membantu dalam mengidentifikasi pola-pola
ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan
dalam sistem peradilan. Namun, untuk mencapai
tujuan ini, diperlukan regulasi yang tepat dan
pengelolaan konten yang bijaksana agar Al dapat
berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mencapai
keadilan (Mustagim, 2024).

c. Strategi Revitalisasi Pendidikan Tinggi

Hukum

Strategi revitalisasi pendidikan tinggi hukum
memerlukan pendekatan yang komprehensif dan
responsif terhadap perkembangan teknologi dan
kebutuhan praktis dalam dunia hukum. Salah satu
aspek utamanya adalah pengembangan kurikulum
yang mengintegrasikan teknologi secara
menyeluruh.  Penelitian  menunjukkan  bahwa
penggunaan teknologi, seperti analitik data dan e-
discovery, dalam kurikulum hukum membantu
mahasiswa mendapatkan  keterampilan  yang
dibutuhkan di lingkungan hukum modern (O'Leary,
2020). Selain itu, penekanan pada keterampilan
praktis dan soft skills, seperti komunikasi
kolaboratif dan kemampuan problem-solving, juga
menjadi hal penting dalam pembaruan kurikulum
hukum untuk memastikan lulusan siap menghadapi
tantangan hukum di abad ke-21 (Smith, 2020).

Pelatihan dan pengembangan dosen juga
menjadi elemen kunci dalam strategi revitalisasi.
Dosen perlu diberi pelatihan teknologi yang intensif
agar mampu mengajarkan materi hukum yang
relevan dengan perkembangan terkini. Program
pelatihan yang mencakup penggunaan teknologi
dalam pengajaran, serta mendorong penelitian dan
inovasi hukum, telah terbukti meningkatkan

kualitas pendidikan hukum (Gulyamov et al., 2023).

Selain itu, kolaborasi antara universitas dengan
praktisi hukum dan industri juga penting untuk
menyediakan mahasiswa dengan pengalaman
lapangan dan magang, Yyang memperkaya
pemahaman praktis mereka di bidang hukum
(Colatrella, 2014).

d. Studi Kasus Revitalisasi Pendidikan Tinggi

Hukum di Berbagai Negara

Berbagai negara telah berhasil melakukan
revitalisasi pendidikan tinggi hukum dengan cara
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan
masing-masing. Amerika Serikat, misalnya,
menerapkan sistem pendidikan hukum yang unik,
di mana calon mahasiswa hukum harus terlebih
dahulu menyelesaikan gelar sarjana di bidang lain

sebelum melanjutkan ke pendidikan hukum.
Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan
mahasiswa secara lebih matang dengan beragam
perspektif yang relevan. Hasilnya, lulusan hukum
Amerika Serikat lebih siap dalam menghadapi
dunia profesional karena mereka memiliki dasar
pemikiran yang luas dan kemampuan analitis yang
lebih tajam. Sebagai contoh, program JD (Juris
Doctor) di Harvard Law School menekankan pada
simulasi kasus nyata dan klinik hukum yang
langsung berhubungan dengan klien, memberikan
mahasiswa pengalaman praktis sebelum memasuki
dunia kerja (Toronchuk & Hrekul-Kovalyk, 2022).

Di Jerman, revitalisasi pendidikan hukum
sangat dipengaruhi oleh kerjasama internasional
dan modernisasi pendidikan. Pendidikan hukum di
Jerman dikenal dengan pendekatan dualistik yang
menggabungkan pendidikan teoritis dan praktis.
Mahasiswa hukum di Jerman harus menyelesaikan
dua ujian negara (Staatsexamen) yang terdiri dari
studi akademis di universitas dan magang hukum
yang diwajibkan di pengadilan atau firma hukum.
Contoh konkret adalah Universitas Heidelberg,
yang menawarkan program magang di luar negeri
dan kerjasama dengan berbagai universitas di Eropa,
yang memungkinkan mahasiswa untuk
mendapatkan perspektif internasional dalam sistem
hukum. Ini memperkuat kemampuan mahasiswa
untuk bersaing di pasar global (Riabovol & Tytska,
2023).

Dari kedua contoh ini, terlihat bahwa strategi
revitalisasi pendidikan hukum di Amerika Serikat
fokus pada kesiapan  profesional  melalui
pengalaman praktis dan latar belakang inter
disipliner, sementara di Jerman menekankan
kerjasama internasional dan keseimbangan antara
teori dan praktik.

Pengalaman negara-negara tersebut
memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia.
Indonesia dapat mengadaptasi beberapa strategi
kunci seperti pengembangan kurikulum yang lebih
berorientasi pada keterampilan praktis dan
penguatan kerjasama internasional untuk
meningkatkan daya saing lulusan hukum di pasar
global (Gorylev & Kalinina, 2021). Selain itu,
implementasi  teknologi  pendidikan  seperti
pembelajaran daring dan perpustakaan digital juga
dapat mendukung mahasiswa hukum Indonesia
dalam mengakses sumber daya hukum secara lebih
luas dan efisien. Namun, adaptasi ini perlu
diimbangi dengan perbaikan kualitas pendidikan
hukum di dalam negeri agar sesuai dengan tuntutan
pasar kerja dan perkembangan hukum di era digital
(Kostruba, 2021).
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e. Model Revitalisasi Pendidikan Tinggi
Hukum Di Era Kemajuan Teknologi
Interpretasi terhadap hasil temuan

menunjukkan bahwa revitalisasi pendidikan tinggi

hukum di era kemajuan teknologi memerlukan
perubahan mendasar, baik dalam kurikulum
maupun metode pembelajaran. Temuan ini

menunjukkan bahwa penerapan teknologi, seperti e-

learning dan platform daring, telah membawa

transformasi positif dalam pendidikan hukum,
terutama dalam memperluas akses terhadap sumber
daya dan mempercepat proses belajar-mengajar

(Taniwall et al., 2021). Namun, teknologi ini tidak

hanya tentang akses, tetapi juga menuntut adaptasi

kurikulum yang menyertakan penguasaan teknologi
seperti artificial intelligence (Al) dan machine
learning, yang penting untuk menghadapi tantangan

di masa depan (Saputra & Hidayati, 2023).

Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk

menyeimbangkan pendidikan hukum tradisional

dengan tuntutan modern teknologi dan praktis di

dunia kerja hukum.

Ketika dibandingkan dengan  penelitian
sebelumnya, temuan ini konsisten dengan literatur
yang menunjukkan pentingnya revitalisasi melalui
integrasi teknologi dan kolaborasi internasional.
Seperti yang diungkapkan oleh Riabovol dan
Tytska (2023), Jerman telah berhasil menerapkan
sistem pendidikan hukum yang menggabungkan
pendekatan teoretis dan praktis melalui dua ujian
negara (Staatsexamen) serta program magang
internasional. Pendekatan ini juga tercermin di
Amerika Serikat, di mana pendidikan hukum lebih
menekankan pada pengembangan keterampilan
analitis melalui simulasi kasus nyata dan Klinik
hukum (Toronchuk & Hrekul-Kovalyk, 2022).
Perbandingan ini menekankan bahwa setiap negara
memiliki pendekatan yang unik dalam revitalisasi
pendidikan hukum, tetapi fokus pada kompetensi
praktis dan integrasi teknologi adalah elemen
umum yang mendorong perubahan.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya
bagi Indonesia untuk mengadopsi strategi yang
berorientasi pada teknologi dan kolaborasi
internasional. Penerapan teknologi seperti Al dalam
pendidikan ~ hukum  di Indonesia  dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pembelajaran hukum, terutama dalam hal analisis
kasus hukum dan simulasi peradilan (Mustagim,
2024). Lebih jauh lagi, Al juga berpotensi
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
sistem peradilan, yang dapat diadaptasi untuk
meningkatkan keadilan hukum di Indonesia
(Darmowiyoto, 2024). Namun, penggunaan
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teknologi harus diiringi dengan regulasi yang ketat
dan pelatihan yang cukup agar tidak mengorbankan
aspek humanis dari pendidikan hukum.

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah
kurangnya analisis empiris mengenai penerapan
teknologi di Indonesia, khususnya di bidang
pendidikan hukum. Banyak temuan masih berbasis
pada kajian teoretis atau pengalaman dari negara
maju seperti Amerika Serikat dan Jerman. Selain itu,
penelitian ini belum mengidentifikasi tantangan
spesifik yang dihadapi oleh lembaga pendidikan
hukum di  Indonesia, seperti keterbatasan
infrastruktur teknologi atau kurangnya pelatihan
dosen dalam teknologi digital (Kostruba, 2021).
Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut
untuk mengeksplorasi bagaimana institusi hukum di
Indonesia dapat beradaptasi dengan teknologi ini
secara efektif.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya,
penting untuk melakukan studi empiris di Indonesia
mengenai dampak adopsi teknologi dalam
pendidikan hukum. Penelitian ini dapat mencakup
uji coba kurikulum berbasis teknologi dan pelatihan
dosen dalam pengajaran berbasis Al. Selain itu,
kolaborasi antara universitas dengan firma hukum
dan sektor teknologi juga dapat dioptimalkan untuk
memberikan mahasiswa pengalaman lapangan yang
lebih relevan dan aplikatif (Gulyamov et al., 2023).
Hal ini akan memastikan bahwa lulusan hukum di
Indonesia tidak hanya siap secara teoretis, tetapi
juga  memiliki  keterampilan  praktis yang
dibutuhkan di era digital.

4. Kesimpulan

Revitalisasi pendidikan tinggi hukum di era
kemajuan  teknologi  merupakan  kebutuhan
mendesak untuk menyesuaikan dengan
perkembangan global yang terus berubah.
Teknologi seperti e-learning dan kecerdasan buatan
(Al) telah memberikan dampak positif dalam
mempercepat proses pembelajaran dan memperluas
akses terhadap sumber daya pendidikan hukum.
Namun, perubahan ini  juga memerlukan
penyesuaian  dalam  kurikulum yang lebih
terintegrasi dengan teknologi informasi, serta
perhatian terhadap tantangan etis dan dampak sosial
yang mungkin timbul dari implementasinya.

Perbandingan dengan studi di negara maju
seperti Amerika Serikat dan Jerman menunjukkan
bahwa pendidikan hukum yang menggabungkan
teori dan praktik, serta memanfaatkan teknologi,
mampu menghasilkan lulusan yang lebih siap
menghadapi tuntutan dunia kerja. Untuk Indonesia,
penting untuk mengadopsi strategi serupa dengan
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fokus pada pengembangan kurikulum yang
responsif terhadap kemajuan teknologi dan
kolaborasi internasional. Penerapan teknologi Al
dalam sistem pendidikan hukum juga dapat
meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi
harus diimbangi dengan regulasi yang jelas dan
pelatihan yang memadai.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada
kurangnya data empiris mengenai penerapan
teknologi di  pendidikan hukum  Indonesia.
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji
tantangan lokal, seperti infrastruktur dan pelatihan
dosen, dalam mengadopsi teknologi ini. Dengan
demikian, studi mendatang diharapkan dapat
memberikan solusi praktis untuk memastikan
bahwa lulusan hukum Indonesia siap menghadapi
era digital dengan kompetensi yang memadai.
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